
 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK  

NOMOR    90    TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH   

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan serta keselarasan dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889   

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2021-2026; 
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Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia              Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang   

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007        

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia     Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 



- 3 - 
 

 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12          

Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia            

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2020 Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID 19 dan/atau Dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008         

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1540); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6113); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

186); 

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 259); 
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24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - 

Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, 

Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan 

Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225); 

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

26. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211) 

sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan 

Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia      Tahun 2017 Nomor 1030); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 
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37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 496); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889   

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

96); 

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur  Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2021 Nomor 2 Seri D); 

43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 

2021 Nomor 38 Seri E); 

44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2022 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2022; 
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 

Nomor 6); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik             

Tahun 2011 Nomor 8); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 

Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 

(Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 

24); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2); 

50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik     

Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 

Nomor 17); 

51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2021 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2022 Nomor 54); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 

GRESIK TAHUN 2021-2026. 

 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 

Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2021-2026, pada Perangkat Daerah: 

1. Inspektorat Kabupaten Gresik; 

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 

3. Dinas Sosial Kabupaten Gresik; 

4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 

5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; 

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Gresik; 

7. Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten 

Gresik; 

8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 

9. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; 

10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; 

11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Gresik; 

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Gresik; 

13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik; 

14. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; 

15. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; 

16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Gresik; 

17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; 

18. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Gresik; 

19. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gresik; 

20. Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Gresik; 

21. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; 

22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Gresik; 

23. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik; 

24. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik; 

25. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; 
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26. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik; 

27. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik; 

28. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik; 

29. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik; 

30. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik; 

31. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik; 

32. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik; 

33. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik; 

34. Kecamatan Sidayu  Kabupaten Gresik; 

35. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik; 

36. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik; 

37. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik; 

38. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik; 

39. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan 

40. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. 

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 19 Desember 2022 
 

    BUPATI GRESIK, 

 

    Ttd. 

 

FANDI AKHMAD YANI 

 

 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 19 Desember 202221 September 2022 
 

      SEKRETARIS DAERAH 

       KABUPATEN GRESIK, 

 

                     Ttd. 

 

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.  

      Pembina Utama Muda 
  NIP. 19661027 199803 1 001 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 90 


